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ABSTRAK

(A) Nama : Sofian (NIM: 207211021)

(B) Judul : Eksekusi secara paksa putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang

tidak dilaksanakan Pemda Provinsi DKI Jakarta

(C) Halaman : 159

(D) Kata Kunci : Hukum, Pemda DKI, Pelaksanaan Eksekusi, Putusan

(E) Isi : Penelitian ini memiliki permasalahan utama terkait
eksekusi secara paksa putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang
tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI
Jakarta (Pemda DKI). Permasalahan tersebut terkait
dengan ketidakpatuhan Pemda DKI Jakarta dalam
melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki
kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam
kasus PT. Bunga Lestari. Kendala-kendala apa yang
dihadapi oleh pihak yang menang dalam melaksanakan
putusan pengadilan terhadap Pemda DKI Jakarta menjadi
fokus penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis ketentuan eksekusi secara
paksa terkait keputusan pengadilan yang sudah final
dalam kasus perdata berdasarkan hukum acara perdata.
Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan
menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam
pelaksanaan eksekusi secara paksa terhadap Pemerintah
Daerah (Pemda) DKI Jakarta atas putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No. 09/2021.Eks Jo.
No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST Jo.
No. 42/PDT/2017/PT.DKI Jo. No. 358K/PDT/2018 Jo.
No. 706PK/PDT/2019 Jo. Permohonan Eksekusi
Terhadap Pemda Provinsi DKI
No. 31/SnCo/Eks.Pts/VIII/2021. Metodologi penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
kasus. Data sekunder berupa bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier diperoleh dari tinjauan literatur,
termasuk putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian di
perpustakaan dan lapangan, sedangkan analisis data
menggunakan metode analisis kualitatif dengan
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interpretasi rasional dan obyektif, serta teknik hukum
konstruktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
eksekusi putusan pengadilan terkendala oleh berbagai
faktor, termasuk terbatasnya pelaksana eksekusi, anggaran
yang terbatas, perlawanan pihak ketiga, dan Peninjauan
Kembali. Implikasinya, pihak instansi pemerintah, seperti
Pemda DKI Jakarta, menghadapi hambatan dalam
pelaksanaan eksekusi, terutama dalam kewajiban
pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, di mana pemerintah tidak
menganggarkan dana sesuai putusan pengadilan. Upaya
pelaksanaan eksekusi secara paksa terhadap Pemda DKI
Jakarta telah mematuhi ketentuan hukum acara perdata,
karena pemerintah daerah tersebut tidak melaksanakan
secara sukarela putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Implikasinya, mekanisme
eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN),
termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) untuk pembayaran sejumlah uang yang
diwajibkan oleh putusan pengadilan.

(F) Acuan : 93 (1982 – 2023)

(G) Pembimbing : Richard C. Adam, S.H., LL.M., Dr.
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ABSTRACK

(A) Name : Sofian (NIM: 207211021)

(B) Title : Forced execution of court decisions that have permanent

legal force in civil cases that are not implemented by the

regional government of DKI Jakarta Province.

(C) Pages : 159

(D) Keywords : Law, DKI Regional Government, Execution, Decision

(E) Content : This research has the main problem related to the forced
execution of court decisions that have permanent legal
force in civil cases which are not implemented by the
DKI Jakarta Provincial Government (Pemda DKI). This
problem is related to the DKI Jakarta Regional
Government's non-compliance in implementing court
decisions that already have permanent legal force, as
explained in the PT Bunga Lestari case. The obstacles
faced by the winning party in implementing the court
decision against the DKI Jakarta Regional Government
are the focus of this research. The purpose of this research
is to determine and analyze the provisions for forced
execution related to final court decisions in civil cases
based on civil procedural law. In addition, this research
aims to understand and analyze the considerations of the
panel of judges in carrying out the forced execution of the
Regional Government (Pemda) of DKI Jakarta based on
the decision of the Central Jakarta District Court
No. 09/2021.Eks Jo.
No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST Jo.
No. 42/PDT/2017/PT. DKI Jo. No. 358K/PDT/2018 Jo.
No. 706PK/PDT/2019 Jo. Request for Execution Against
the DKI Provincial Government No. 31/SnCo/Eks.Pts/
VIII/2021. This research methodology uses a normative
juridical approach with statutory, conceptual and case
approaches. Secondary data in the form of primary,
secondary and tertiary legal materials was obtained from
literature reviews, including court decisions and related
legal documents. Data collection techniques are carried
out through research in libraries and the field, while data
analysis uses qualitative analysis methods with rational
and objective interpretation, as well as constructive legal
techniques. The research results show that the execution
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of court decisions is hampered by various factors,
including limited executors, limited budgets, third party
resistance, and judicial review. The implication is that
government agencies, such as the Regional Government
of DKI Jakarta, face obstacles in carrying out executions,
especially in terms of payment obligations based on court
decisions that have permanent legal force, where the
government does not allocate funds according to court
decisions. The attempt to carry out the forced execution
of the DKI Jakarta Regional Government has complied
with the provisions of civil procedural law, because the
regional government did not voluntarily implement the
court decision which has permanent legal force. The
implication is that the execution mechanism is carried out
by the District Court (PN), including the use of the
Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to
pay the amount of money required by the court decision.

(F) References : 93 (1982 – 2023)

(G) Supervisor : Richard C. Adam, S.H., LL.M., Dr.
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